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Dalam upaya mewujudkan good governance dan acountability untuk terciptanya budaya

kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka Pengadilan Negeri Palembang

Kelas 1A Khusus menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan ini disusun

berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.4108/SEK/0T1.6/12/2023 perihal

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif mengenai pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus di Tahun 2023, yang meliputi tugas pokok dan tugas

penunjang. Tugas tersebut meliputi tugas bidang teknis yudisial, administrasi

Kepaniteraan, administrasi Kesekretariatan, bidang Pengawasan serta bidang Pengadaan

Sarana dan Prasarana Fisik.

KATA PENGANTAR

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan

Negeri Palembang Kelas 1a Khusus Tahun 2023 ini kami

sajikan, dengan harapan dapat memberikan manfaat

dan informasi berguna bagi kita semua dalam rangka

mewujudkan Pengadilan Negeri Palembang sebagai

lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

Palembang, 16 Januari 2024
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PERISTIWA PENTING 2023
JANUARI

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak Dadi Rachmadi,S.H.,M.H

sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

FEBRUARI

Tatap Muka dan Silaturahmi Pers dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus

didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris

MARET

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Palembang

Kelas 1A Khusus atas Nama Reynaldo J. Brusandi,S.H dan Fakhri Abdullah,S.H
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PERISTIWA PENTING 2023
APRIL

Bakti Sosial Dharmayukti Karini Cabang Palembang dalam Rangka Bulan Suci

Ramadhan 1444 H

MEI

Pemakaman Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Bapak

Akhmad Hartoni,S.H.,M.H

JUNI

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Persidangan secara Offline di Pengadilan

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
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PERISTIWA PENTING 2023
JULI

Purna Bhakti Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Bapak Taufik

Rahman,SH

AGUSTUS

Syukuran Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Mahkamah

Agung RI yang ke-78

SEPTEMBER

Komitmen Bersama Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan PT.Pos

Indonesia tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat
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PERISTIWA PENTING 2023
OKTOBER

Pelaksanaan Eksekusi oleh Plt. Panitera, Jurusita dan Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

NOVEMBER

Launching Aplikasi APDU LANTAH. Aplikasi Terpadu Pengadilan dan Badan

Pertanahan Nasional Kota Palembang

DESEMBER

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus, Bapak M. Teguh,S.E.,S.H.,M.H

5



Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan salah satu Pengadilan yang

berada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Palembang dan berada di bawah Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini tertulis dalam Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Palembang Kelas

1A Khusus mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus

perkara pidana, perdata. Selain itu, Pengadilan Negeri Palembang sebagai Pengadilan

Khusus mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

tertentu seperti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial

(PHI). Sedangkan fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah: 

Fungsi Mengadili (Judicial Power);

Fungsi Pembinaan;

Fungsi sebagai Mediator;

Fungsi Administratif;

Fungsi Pengawasan;

Fungsi Nasihat; dan

Fungsi Lainnya yakni Pelayanan Penyuluhan Hukum. Riset dan memberi akses

keterbukaan dan transparansi informasi Pengadilan.

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia khususnya di

Kota Palembang, Pengadilan Negeri Palembang harus memiliki kinerja yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pencari keadilan yang merupakan

stakeholder tertinggi atas negara yang berdaulat seperti yang tertuang dalam UUD RI 1945.

Kinerja Pengadilan Negeri Palembang agar dapat dipertanggungjawabkan secara formal

perlu disusun dalam suatu Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan laporan

kegiatan tahunan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas

dan fungsi pada Pengadilan Negeri Palembang selama tahun 2023.

Landasan hukum penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku

1 pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.4108/SEK/0T1.6/12/2023 perihal Penyusunan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.. Tujuan yang diharapkan dari penyusunan

laporan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan

yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan

berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

A .  K E B I J A K A N  U M U M

06 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023



Visi Misi

Terwujudnya Pengadilan Negeri
Palembang yang Agung

Menjaga Kemandirian Badan Peardilan

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Meningkatkan Kreadibilitas dan Transfaransi Badan
Peradilan

B .  V I S I  D A N  M I S I

Adapun makna dari misi tersebut adalah:

Misi pertama, maksudnya adalah bahwa kemandirian merupakan syarat utama bagi

terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif. Kemandirian Pengadilan Negeri

Palembang sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian

hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional) dalam

melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;

1.

Misi Kedua, maksudnya adalah bahwa tugas Pengadilan Negeri Palembang adalah

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Suatu keharusan

bagi Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan pelayanan publik yang

berkeadilan

2.

Misi Ketiga, Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Palembang bukan hanya dilihat

dari aspek yudisial tetapi juga aspek non-yudisial. Terkait aspek yudisial, seorang

pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di

pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan

badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain,

pimpinan Pengadilan Negeri Palembang harus memiliki kompetensi Yudisial dan Non-

yudisial.

3.

Misi keempat. Kredibilitas dan transparansi merupakan faktor penting untuk

meningkatkan kepercayaan dari para pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri

Palembang. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan  dengan mengefektifkan

sistempembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal,

personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan

pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun

hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi,

pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya

dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk mewujudkannya. 

4.
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C .  R E N S T R A
Untuk mewujudkan visi dan misi di atas perlu adanya suatu perencanaan di Pengadilan

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat

pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan

masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin tinggi dan kompleks. Sehingga

terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan,

sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian goal setting Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus di tahun ke-empat Rencana strategis 2020-2024.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada

lingkungan Pengadilan Negeri Palembang. 

Penyusunan Renstra merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib

menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana

strategis Pengadilan Negeri Palembang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen

bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

pencapaiannya. Perencanaan strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. 

Penetapan tujuan disesuaikan dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang. Adapun

tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut: 

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan

teknologi informasi; 

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

Dengan telah ditetapkannya tujuan, maka ditentukanlah sasaran strategis yang akan

dicapai. Sasaran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun (2020-2024). Sasaran

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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D .  S T R U K T U R  O R G A N I S A S I
Struktur organisasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mengacu pada Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut,

suatu Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan didampingi oleh seorang Wakil

Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka

ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan seorang Sekretaris

yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur

organisasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dapat dilihat dalam bagan

berikut: 

Dari Bagan, dapat diketahui bahwa: Aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

Khusus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera,Sekretaris, Kabag Umum, Panitera

Muda, Jurusita, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Kasubbag, Fungsional. Pelaksana

dan PPNPN. Semua Aparatur bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

yang sudah ditentukan.
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No Jenis Perkara
Perkara Masuk 

Tahun 2023
Perkara yang diputus 

Tahun 2023

1 Pidana Biasa 1606 1479

2 Pidana Tipikor 95 56

3 Pidana Anak 85 78

4 Perdata Gugatan 286 220

5 Gugatan Sederhana 164 89

6 Permohonan 395 350

7 Perkara PHI 189 135

A .  K E A D A A N  P E R K A R A  D I  P E N G A D I L A N  N E G E R I  P A L E M B A N G
Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus setiap tahun selalu

berubah dan terus meningkat. Kondisi tersebut terhitung sampai dengan bulan

Desember 2023 dengan rincian sesuai tabel berikut:

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus pada Tingkat Pertama

sampai dengan bulan Desember 2023, sebagai berikut:

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus pada Tingkat Banding

sampai dengan bulan Desember 2023, sebagai berikut:

No Jenis Perkara
Perkara Banding 

Tahun 2023
Perkara Banding yang

diputus Tahun 2023

1 Pidana Biasa 52 48

2 Pidana Tipikor 28 22

3 Pidana Anak 5 4

4 Perdata Gugatan 77 80

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI
Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus pada Tingkat Kasasi

sampai dengan bulan Desember 2023, sebagai berikut:

No Jenis Perkara
Perkara Banding 

Tahun 2023
Perkara Banding yang

diputus Tahun 2023

1 Pidana Biasa 29 20

2 Pidana Tipikor 28 18

3 Pidana Anak 3 3

4 Perdata Gugatan 55 40

5 PHI 49 73
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Tabel 2. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi



No Jenis Perkara
Perkara Masuk 

Tahun 2023
Perkara yang diputus 

Tahun 2023

1 Pidana Biasa 15 10

2 Pidana Tipikor 14 1

3 Pidana Anak 0 0

4 Perdata Gugatan 15 20

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus pada Tingkat Peninjauan

Kembali sampai dengan bulan Desember 2023, sebagai berikut:

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS
Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang belum terselesaikan

pada tahun 2022 yang kemudian diputus/diselesaikan pada tahun 2023, sebagai berikut:

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Jumlah perkara yang diputus dan disajikan adalah data perkara yang masuk, diputus

dan diselesaikan di tahun 2023, sebagai berikut:

B .  P E N Y E L E S A I A N  P E R K A R A  D I  P E N G A D I L A N  N E G E R I  P A L E M B A N G

No Jenis Perkara
Sisa Perkara 
Tahun 2022

Perkara
Masuk

Tahun 2023

Perkara yang
diputus 

Tahun 2023

Sisa Perkara
Tahun 2023

1 Pidana Biasa 210 1606 1479 337

2 Pidana Tipikor 15 80 72 23

3 Pidana Anak 0 85 78 7

4 Perdata Gugatan 91 286 281 96

5 Gugatan Sederhana 26 164 180 10

6 Permohonan 7 395 389 13

7 Perkara PHI 56 133 135 54

No Jenis Perkara

Jumlah Perkara
yang diputus
tepat waktu

Tahun 2023 (A)

Jumlah Perkara
yang

diselesaikan
Tahun 2023 (B)

Persentase Perkara
yang diputus tepat

waktu 2023
(A:B) x 100%

1 Pidana Biasa 1286 1479 85.73%

2 Pidana Tipikor 52 72 72.22%

3 Pidana Anak 78 78 100%

4 Perdata Gugatan 170 220 77.27%

5 Gugatan Sederhana 89 89 100%

6 Permohonan 389 389 100%

7 Perkara PHI 72 102 70.58%
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Tabel 5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Tabel 6. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Tabel 7. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tepat Waktu



3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING,

KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALIKASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Jumlah perkara yang disajikan adalah data perkara diputus dan diselesaikan di tahun

2023 yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,

sebagai berikut:

No Jenis Perkara
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

Banding Kasasi PK

1 Pidana Biasa 1554 1577 1591

2 Pidana Tipikor 52 32 80

3 Pidana Anak 79 80 83

4 Perdata Gugatan 268 286 296

5 PHI - 30 -

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Mediasi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas

1A Khusus pada Tahun 2023, sebagai berikut:

Jumlah Perkara Perdata
yang berhasil melalui

mediasi (A)

Jumlah Perkara Perdata
(B)

Persentase Perkara Perdata
yang berhasil melalui Mediasi 

(A:B) x 100%

12 161 7.45%

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL DIVERSI

Jumlah Perkara Pidana Anak yang dialihkan ke Diversi pada Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2023, sebagai berikut:

Jumlah Perkara Pidana
anak yang berhasil
melalui diversi (A)

Jumlah Perkara anak yang
dilaksanakan diversi (B)

Persentase Perkara anak yang
berhasil melalui diversi  

(A:B) x 100%

42 84 50%
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Tabel 8. Jumlah Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tabel 9. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

Tabel 10. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diversi



1. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri

untuk memberikan layanan hukum berupa:

Informasi, konsultasi dan advis hukum;1.

Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan

umum;

2.

Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum advokat lainnya yang

dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

3.

Dasar hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan

Satuan Kerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum

1.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;2.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004,

jo. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

3.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986, jo. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004,

Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Per/21/M.PAN/11/2018, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

5.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

026/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan;

6.

Buku I dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan;

7.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:

52/DJU/SK/HK.006/5 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

8.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

9.

Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2023 mendapat anggaran dari Mahkamah

Agung RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (program peningkatan manajemen peradilan

Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Berikut

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan

Hukum pada Tahun 2023.

C .  C A P A I A N  P R I O R I T A S  N A S I O N A L
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1. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)No Bulan
Jumlah Permohonan

Layanan Hukum

Jumlah Pencari Keadilan Gol.
Tertentu yang Mendapatkan

Layanan Bantuan Hukum

1 Januari 31 31

2 Februari 33 33

3 Maret 44 44

4 April 24 24

5 Mei 107 107

6 Juni 25 25

7 Juli 37 37

8 Agustus 43 43

9 September 31 31

10 Oktober 51 51

11 November 39 39

12 Desember 24 24

Total 489 489

2. SIDANG KELILING

Sidang Keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan

yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor

pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pengadilan Negeri Palembang

pada tahun 2023 tidak ada program sidang keliling.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

 Salah satu pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu adalah

layanan pembebasan perkara (prodeo). Layanan pembebasan perkara (prodeo).

Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara yang menanggung biaya proses

berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehingga

setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat

berperkara secara cuma-cuma. Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Palembang

Kelas 1A Khusus pada Tahun 2023 berjumlah 0 (nol) perkara.
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Tabel 11. Jumlah Permohonan Layanan Hukum Posbakum



BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

15



No Jabatan Jumlah (Orang)

1 Ketua 1

2 Wakil Ketua 1

3 Hakim Karier 19

4 Hakim Ad Hoc Tipikor 5

5 Hakim Ad Hoc PHI 4

6 Panitera 1

7 Panitera Muda Perdata 1

8 Panitera Muda Pidana 0

9 Panitera Muda Tipikor 1

10 Panitera Muda PHI 1

11 Panitera Muda Hukum 1

12 Panitera Pengganti 23

13 Jurusita 4

14 Jurusita Pengganti 9

15 Sekretaris 0

16 Kepala Bagian Umum 1

17
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan

1

18 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1

19 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 1

20 Fungsional 3

21 Pelaksana 12

22 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 1

23 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 12

Total 103 Orang

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2023

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dan tidak dapat dilepaskan dari

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Pada hakikatnya, seluruh aparatur

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus bergerak bersama-sama untuk mencapai

visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Di tahun 2023, Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

mengalami penurunan dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya

mutasi dan promosi. Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan

Negeri Palembang pada tahun 2023.

1. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JABATAN
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Tabel 12. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan



2. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN

Jenis Pangkat Golongan Jumlah (Orang)

IV/e Pembina Utama 0

IV/d Pembina Utama Madya 5

IV/c Pembina Utama Muda 14

IV/b Pembina TK.1 2

IV/a Pembina 16

III/d Penata Tk.1 22

III/c Penata 8

III/b Penata Muda Tk.1 7

III/a Penata Muda 2

II/d Pengatur Tk.1 1

II/c Pengatur 4

II/b Pengatur Muda Tk.1 0

II/a Pengatur Muda 0

Non Pangkat - 22

T o t a l 103

III/d
21.4%

Non Pangkat
21.4%

IV/a
15.5%

IV/c
13.6%

III/c
7.8%

III/b
6.8%

IV/d
4.9%

II/c
3.9%

IV/b
1.9%

III/a
1.9%

Persentase Komposisi SDM berdasarkan Golongan dan Kepangkatan
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Tabel 13. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Grafik 1. Persentase Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan



3. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)

Strata 3 (S3) 2

Strata 2 (S2) 47

Strata 1 (S1) 35

Diploma 3 (D3) 7

SMA 12

SMP 0

T o t a l 103

S2
45.6%

S1
34%

SMA
11.7%

D3
6.8%

S3
1.9%

A. MUTASI
1. MUTASI MASUK HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA

a. Hakim

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Nomor/Tanggal SK

1
NOOR ICHWAN ICHLAS
RIA ADHA, S,H.,M.H

Hakim 
PN Malang

Hakim 
PN Palembang

2457/DJU/SK/KP.04.5
/11/2022 

11 November 2022

2
AGUNG CIPTOADI,
S.H.,M.H

Hakim 
PN Gresik

Hakim 
PN Palembang

2457/DJU/SK/KP.04.5
/11/2022

  11 November 2022  

3
RADEN ZAENAL ARIEF,
S.H.,M.H

Hakim 
PN Bale

Bandung

Hakim 
PN Palembang

2457/DJU/SK/KP.04.5
/11/2022

  11 November 2022  

4
KRISTANTO SAHAT
HAMONANGAN
SIANIPAR, S.H.,M.H

Hakim
PN Cilacap

Hakim 
PN Palembang

2457/DJU/SK/KP.04.5
/11/2022

  11 November 2022  

5
ROMI SINATRA,
S.H.,M.H

Hakim
PN Jambi

Hakim 
PN Palembang

2457/DJU/SK/KP.04.5
/11/2022

  11 November 2022  

6 AGUS RAHARDJO, S.H
Hakim

PN Samarinda
Hakim 

PN Palembang

2457/DJU/SK/KP.04.5
/11/2022

  11 November 2022  

7
BUDIMAN SITORUS,
S.H

Hakim
PN Sragen

Hakim 
PN Palembang

2457/DJU/SK/KP.04.5
/11/2022

  11 November 2022  

8 ZUHAIRI, S.H.,M.H
KPN 

Sungai Liat
Hakim 

PN Palembang

1789/DJU/SK.KP4.1.3/
X/2023 tgl 24 Oktober

2023
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Tabel 14. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan

Grafik 2. Persentase Komposisi SDM berdasarkan
Pendidikan



No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Nomor/Tanggal SK

9 EFIYANTO, S.H.,M.H
Hakim 

PN Tanjung
Karang

Hakim 
PN Palembang

1789/DJU/SK.KP4.1.3/
X/2023 tgl 24 Oktober

2023

b. Aparatur Sipil Negara (ASN)

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Nomor/Tanggal SK

1
WAHYU AGUS
SUSANTO, S.H.,M.H

Panitera Muda
Pidana PN

Lubuk Linggau

Panitera Muda
Pidana PN
Palembang

1331/DJU/SK/KP04.5/
4/2023 tgl 17 April

2023

2 ABU BAKRI, S.H.,M.H
Panitera Muda

Hukum PN
Kayu Agung

Panitera Muda
Tipikor PN
Palembang

1331/DJU/SK/KP04.5/
4/2023 tgl 17 April

2023

3 M.TEGUH, S,E.,S.H.,M.H
Panitera

PN Padang
Panitera 

PN Palembang

1810/DJU/SK.KP4.1.3/
XI/2023 tgl 27

November 2023

4 IDHAM PRATAMA, S.H
Panitera Muda

Perdata PN
Muara Enim

Panitera
Pengganti

PN Palembang

1331/DJU/SK/KP04.5/
4/2023 tgl 17 April

2023

5
HUSIN ARIANOVA,
S.H.,M.H

Panitera
Pengganti PN

Tanjung
Karang

Panitera
Pengganti PN

Palembang

1331/DJU/SK/KP04.5/
4/2023 tgl 17 April

2023

6
M.YUSUF ADIWIJAYA,
S.H.,M.H

Panitera
Pengganti PN

Tanjung
Karang

Panitera
Pengganti PN

Palembang

1331/DJU/SK/KP04.5/
4/2023 tgl 17 April

2023

2. MUTASI KELUAR HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA

a. Hakim

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Nomor/Tanggal SK

1
Dr.FAHMIRON,
S.H.,M.Hum

Wakil Ketua 
PN Palembang

Ketua PN
Tangerang

1796/DJU/SK.KPP.1.3
/XI/2023 tgl 6

November 2023

2
H. SAHLAN EFENDI,
S.H.,M.H

Hakim  
PN Palembang

Hakim Tinggi
PT Bengkulu

215/KMA/SK.KP4.1.3/
XI/2023 tgl 23
Oktober 2023
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Tabel 15. Mutasi Masuk Hakim

Tabel 16. Mutasi Masuk ASN

Tabel 17. Mutasi Keluar Hakim



b. Aparatur Sipil Negara (ASN)

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Nomor/Tanggal SK

1
CECEP SUDRAJAT, S.H.,
M.H.

Panitera Muda
Pidana PN
Palembang

Panitera 
PN Binjai

1331/DJU/SK/KP04.5/
4/2023 tgl 17 April

2023

2
H. WAHYU AGUS
SUSANTO, S.H., M.H.

Panitera Muda
Pidana PN
Palembang

Hakim Adhoc
Pengadilan
Tipikor PN
Palembang

231/KMA/SK.KP1.2.3/
XI/2023 tgl 7

November 2023

B. PROMOSI
Daftar Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang

mendapat promosi di tahun 2023, antara lain:

No Nama Jabatan Usulan Jabatan

1 DERRY TAUHID, S.H.
Panitera Pengganti

PN Palembang
Panitera Muda Pidana PN

Palembang

C. PENSIUN
Daftar Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang

memasuki masa Purnabakti (Pensiun) di tahun 2023, yaitu:

No Nama Jabatan TMT

1 H. FAHRURROZI, S.H
Panitera Pengganti

PN Palembang
1 Maret 2023

2 TUMRAP, S.H
Panitera Pengganti

PN Palembang
1 April 2023

3 YETTI IRIANY SIREGAR, S.H
Sekretaris

 PN Palembang
1 Mei 2023

4 AGNES SINAGA, S.H., M.H
Hakim

PN Palembang
1 Mei 2023

5
JEANNY HEANDRIANY
YULITA, S.H

Panitera Pengganti
PN Palembang

1 Agustus 2023

6 AGUSTAN, S.H
Pengelola Perkara

PN Palembang
1 September 2023

7 TAUFIK RAHMAN, S.H
Hakim

PN Palembang
1 Agustus 2023
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Tabel 18. Mutasi Keluar ASN

Tabel 19. Promosi Hakim dan Pegawai

Tabel 20. Pensiun Hakim dan Pegawai



E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Daftar Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tahun 2023, yaitu:

No Nama Nama Diklat Penyelenggara Tanggal

1
NOOR ICHWAN ICHLAS
RIA ADHA, S.H., M.H

Penilaian Potensi Seleksi
Hakim Yustisi Badan

Litbang Diklat Hukum
dan Peradilan Tahun

2023

Badan Litbang
Diklat Hukum dan

Peradilan
Mahkamah Agung

RI

3-7
Februari

2023

2
ASTRI
MARYANI,A.MD.A.B

Bimbingan Teknis
Jabatan Fungsional

Arsiparis secara Online

Mahkamah Agung
RI

22 Februari
2023

3
AKHMAD HARTONI,S.H.,
M.H ICCE International

Consortium For Court
Excellent Indonesia

Mahkamah Agung
RI

6-8 Maret
2023

4
YETTI IRIANY SIREGAR,
S.H

5 ROMI SINATRA,S.H.,M.H

Pelatihan Teknis Yudisial
Tindak Pidana Narkotika

bagi Hakim Peradilan
Umum Seluruh Indonesia

Pusdiklat Teknis
Peradilan MA RI

Tahap I
(27-31 
Maret
2023)

Tahap II
(2-7 April

2023)

6
RADEN ZAENAL
ARIEF,S.H.,M.H

Pelatihan Sertifikasi
Mediator bagi Hakim
Tingkat 1 Peradilan

Umum Seluruh Indonesia

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

5-31 
Mei 2023

7
ZWESTI
DAMAYANA,S.KOM,M.H

Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)

Angkatan VII

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

5-9
Juni 2023

8 KEMAS HENDRA,S.KOM

9 EVA AGUSTINA,S.IP

10
MELINDA
THIOVANI,S.AP.,MPA

11
RADEN ZAENAL
ARIEF,S.H.,M.H

Pelatihan Sertifikasi
Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) Terpadu Gel.
1 Bagi Hakim Peradilan

Umum Seluruh Indonesia

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

Tahap I
5-9 Juni

2023
Tahap II

11-24 Juni
2023

12 EVA AGUSTINA,S.IP
Pelatihan Online
Manajemen ASN

Angkatan V Tahun 2023

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

Tahap I
22-26 Ags

2023
Tahap II

28 Ags – 1
Sept 2023
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No Nama Nama Diklat Penyelenggara Tanggal

13
WAHYU A.
SUSANTO,S.H.,M.H

Pelatihan Sertifikasi
Hakim TIPIKOR Ang.
XXV bagi Hakim Karir

dan Calon Hakim Ad Hoc
Tipikor Pengadilan

Tingkat Pertama seluruh
Indonesia

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

Tahap I
4-9 Sep

2023
Tahap II
1-22 Sep

2023

14 FAKHRI ABDULLAH,S.H

Pelatihan Kepemimpinan
Dasar Kader Bela Negara

dan Pelatihan
Manajemen Administrasi

Peradilan Gel. XI

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

10-20 Sep
2023

15
AGUS
PANCARA,S.H.,M.H

Pelatihan Sertifikasi
Hakim Lingkungan
Angkatan XIX bagi

Hakim Peradilan Umum
dan Peradilan Tata Usaha
Negara seluruh Indonesia

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

12 Okt – 8
Nov 2023

16
AGUS
PANCARA,S.H.,M.H

Pelatihan Sertifikasi
Mediator bagi Hakim
Tingkat 1 Peradilan

Umum Seluruh Indonesia

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

5-31 
Mei 2023

17 M. AFIUDIN,S.H.,M.H Bimtek Pengembangan
Kompetensi ASN melalui

Pembangunan ZI pada
Area Penguatan

Akuntabilitas Kinerja di
PT Palembang dan

Pengadilan Negeri Se-
Sumsel

Pengadilan Tinggi
Palembang

22-24 Nov
2023

18 KEMAS HENDRA,S.KOM

19 EVA AGUSTINA,S.IP

20
MELINDA
THIOVANI,S.AP.,MPA

21 RIMA YANUARTI,A.MD
Pelatihan Orientasi PPPK

Tahun 2023

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

Tahap I
25-13 Okt

2023
Tahap II
17-25 Okt

2023

22
PAUL
MARPAUNG,S.H.,M.H

Pelatihan Bersama
Aparat Penegak Hukum

dalam Penanganan
Perkara Tindak Pidana di

Bidang Perpajakan
Angkatan IV bagi Hakim
dan Panitera Peradilan

Umum

Badan Litbang
Hukum dan

Peradilan MA RI

Tahap I
24-30 Okt

2023
Tahap II
30 Okt-2
Nov 2023
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Tabel 21. Diklat Hakim dan Pegawai



BAB IV
PENGELOLAAN

KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA 
DAN TEKNOLOGI

INFORMASI

23



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana

kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun 2023, yang terdiri dari:

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non

Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal;

1.

DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan

Operasional).

2.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Palembang Tahun Anggaran 2023, rincian

pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03)

Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

A .  P E N G E L O L A A N  K E U A N G A N

 Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

No Jenis Belanja
Anggaran

(Rp)
Realisasi

(RP)
% Realisasi

1 Belanja Pegawai 15.631.020.000 15.540.066.784 99,42%

2 Belanja Barang 2.523.076.000 2.455.047.187 97,30%

3 Belanja Modal 198.000.000 197.398.400 99,70%

1 . B E L A N J A  P E G A W A I
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan dan honorarium. Honorarium berkaitan

dengan belanja modal dan tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun ini terdapat

perubahan revisi dikarenakan kekurangan anggaran belanja pegawai. Total belanja pegawai

yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2023 dapat kita lihat pada pagu belanja

pegawai yang telah terserap sebesar Rp.15.540.300.138 dengan rincian belanja sebagai

berikut:

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

1 Gaji Pokok PNS 4.620.690.000 4.614.860.520 5.829.480 99,87%

2 Pembulatan Gaji PNS 75.000 66.420 8.580 88,56%

3 Tunj. Suami/Istri PNS 375.497.000 374.484.410 1.012.590 99,73%

4 Tunj. Anak PNS 118.123.000 117.858.088 264.912 99,78%

5 Tunj. Struktural PNS 46.525.000 46.525.000 0 100%

6 Tunj. Fungsional PNS 6.498.350.000 6.477.885.000 20.465.000 99,69%

7 Tunj. PPh PNS 973.432.000 973.430.632 1.368 100%

8 Tunj. Beras PNS 254.922.000 249.414.480 5.507.520 97,84%

9
Tunj. Uang Makan
PNS

773.290.000 757.947.000 15.343.000 98,02%

10 Tunj. Umum PNS 37.510.000 32.510.000 5.000.000 86,67%
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Tabel 22. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01



No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

11 Tunj. Hakim Ad Hoc 1.915.969.000 1.880.450.000 35.519.000 98,15%

12 Gaji Pokok PPPK 10.592.000 10.588.800 3.200 99,97%

13 Pembulatan Gaji PPPK 4.000 108 3.892 2,70%

14
Tunj. Suami/istri
PPPK

1.060.000 0 1.060.000 0%

15 Tunj. Anak PPPK 211.000 0 211.000 0%

16 Tunj. Fungsional PPPK 1.400.000 1.400.000 0 100%

17 Tunj. Beras PPPK 290.000 289.680 320 99,89%

18 Tunj. Makan PPPK 3.080.000 2.590.000 490.000 84,09%

Total 15.631.020.000 15.540.300.138 90.719.862 99,42%

2 .  B E L A N J A  B A R A N G
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam

kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharan dan perjalanan.

Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang

telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap perkerjaan yang belum ditetapkan dalam

standar biaya dilakukan atas dasar Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja

(RAB), yang telah terserap sebesar Rp.2.455.047.187 dengan rincian belanja sebagai berikut:

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

1
Belanja Keperluan
Perkantoran

747.447.000 732.292.545 15.154.455 97,97%

2
Belanja Perjalanan
Dinas Biasa

52.500.000 41.258.880 11.241.120 78,59%

3
Belanja Persd. Barang
Konsumsi

135.500.000 131.536.315 3.963.685 97,07%

4
Belanja Langganan
Internet

240.800.000 240.800.000 0 100%

5
Belanja Pengiriman
Surat Dinas Pos

3.000.000 2.711.700 288.300 90,39%

6
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

310.084.000 298.359.490 11.724.510 96,22%

7
Belanja Langganan
Telepon

12.000.000 6.534.049 5.465.951 54,45%

8 Belanja Langganan Air 36.000.000 22.309.755 13.690.245 61,97%

9
Belanja Sewa Rumah
Dinas Hakim

285.325.000 282.805.000 2.520.000 99,12%

10
Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan

426.072.000 425.114.243 957.757 99,78%

11
Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya

101.500.000 101.450.410 49.590 99,95%
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Tabel 23. Rincian Belanja Pegawai



No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

12
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

310.084.000 298.359.490 11.724.510 96,22%

13 Belanja Pakaian Dinas 57.164.000 57.164.000 0 100%

14
Honor Pengelola
Keuangan

87.060.000 85.620.000 1.440.000 98,35%

15

Belanja Barang
Operasional Lainnya
(Konsumsi & Bahan
Pelantikan)

9.300.000 8.775.000 525.000 94,35%

16
Belanja Jasa Lainnya
(Jasa Rohaniawan)

700.000 700.000 0 100%

17

Belanja Barang
Operasional Lainnya
(Konsumsi & Bahan
Rapat)

11.651.800 11.651.800 303.200 97,46%

18
Belanja peralatan dan
Mesin Ekstrakomtabel

6.669.000 5.964.000 705.000 89,43%

Total 2.523.076.000 2.455.047.187 68.028.813 97,30%

2 .  B E L A N J A  M O D A L
Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Belanja Modal yang telah

terserap sebesar Rp.197.398.400 dengan rician belanja sebagai berikut:

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

1
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin-PC
Kepaniteraan & Printer

46.000.000 45.998.400 1.600 100%

2

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin-
Meja,Kursi,Whiteboard,
AC & Kursi

152.000.000 151.400.0000 600.000 99,61%

Total 198.000.000 197.398.400 601.600 99,70%
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Tabel 24. Rincian Belanja Barang

Tabel 25. Rincian Belanja Modal



 Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

1 Percepatan Penyelesaian Perkara

Belanja Perjalanan
Dinas Biasa

600.000 0 600.000 0%

2 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama

Penggandaan &
Penjilidan Berkas

15.300.000 15.300.000 0 100%

Alat Tulis Kantor 88.369.000 88.349.000 20.000 99,98%

Pengiriman Penetapan
Hari Sidang

35.000.000 35.000.000 0 100%

Pengiriman Surat
Penahanan &
Perpanjangan

100.000 0  100.000  0%

Pengiriman Surat
Penahanan &
Perpanjangan

35.000.000 34.930.000 70.000 99,80%

Konsumsi Terdakwa &
Pengamanan

105.870.000 95.387.250 10.482.750 90,10%

Pengiriman
Petikan/Salinan
Putusan

960.000 954.000 6.000 99,38%

Pengiriman
Petikan/Salinan
Putusan

35.000.000 35.000.000 0 100%

Penggandaan &
Penjilidan Berkas

15.000.000 12.086.250 2.913.750 80,58%

Pengiriman Salinan
Putusan

8.020.000 6.609.720 1.410.280 82,42%

Pemberitahuan
Banding & Putusan

37.240.000 37.170.000 70.000 99,81%

Pengiriman Berkas
Kasasi & PK

15.920.000 13.265.820 2.654.180 83,33%

Pemberitahuan Kasasi
PK & Putusan

28.420.000 28.420.000 0 100%

3 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama

Penggandaan &
Penjilidan Berkas

5.511.000 5.279.000 232.000 95,79%

Alat Tulis Kantor 27.489.000 26.809.000 680.000 97,53%

Pengiriman Penetapan
Hari Sidang

840.000 840.000 0 100%

Pengiriman Surat
Penahanan &
Perpanjangan

2.520.000 2.490.280 29.720 98,82%
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No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa %

Pengiriman Surat
Penahanan &
Perpanjangan

90.000 0 90.000 100%

Konsumsi Terdakwa &
Pengamanan

4.710.000 2.387.400 2.322.600 50,69%

Pengiriman
Petikan/Salinan
Putusan

945.000 620.080 324.920 65,62%

Pengiriman
Petikan/Salinan
Putusan

100.000 70.000 30.000 70%

Penggandaan &
Penjilidan Berkas

24.507.000 21.252.800 3.254.200 86,72%

Pengiriman Salinan
Putusan

5.800.000 4.358.480 1.411.520 75,15%

Pemberitahuan
Banding & Putusan

14.280.000 14.140.000 140.000 99,02%

Pengiriman Berkas
Kasasi & PK

12.909.000 10.360.320 2.548.680 80,26%

Pemberitahuan Kasasi
& PK 

14.560.000 14.420.000 140.000 99,04%

4 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama

Penggandaan &
Penjilidan Berkas

5.535.000 1.320.000 4.215.000 23,85%

Alat Tulis Kantor 60.661.000 60.059.500 601.500 99,01%

Pengiriman
Pemberitahuan /
Panggilan

23.660.000 23.660.000 0 100%

Konsumsi Pengamanan 540.000 0 540.000 0%

Penggandaan &
Penjilidan Berkas

6.045.000 3.345.000 2.700.000 55,33%

Pengiriman
Petikan/Salinan
Putusan

3.239.000 1.762.000 1.477.000 54,40%

Pengiriman
Petikan/Salinan
Putusan

3.360.000 3.360.000 0 100%
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No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

Pengiriman Berkas
Kasasi & PK

3.550.000 1.738.600 1.811.400 48,97%

Pemberitahuan Kasasi
& PK 

27,580.000 27.510.000 70.000 99,75%

Konsumsi & ATK 55.000 0 55.000 0%

Eksekusi Putusan
Pengadilan

17.500.000 11.340.000 6.160.000 64,80%

5
Layanan Pos Bantuan
Hukum

24.000.000 24.000.000 0 100%

Total 712.125.000 663.594.500 48.530.500 93,19%
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Tabel 26.  Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA (03)



B .  P E N G E L O L A A N  S A R A N A  D A N  P R A S A R A N A

No Uraian
Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket
Baik

Rusak
Ringan

Rusak
Berat

1 Kendaraan Dinas Roda 4

a Pajero
Pinjam Pakai dari

Pemda Sumsel

b Sedan Altis
Pinjam Pakai dari

MA RI

c Kijang Innova 2011

d Sedan Vios 2006

e Sedan Vios 2006

f Kijang KF 80 2001

g Kijang KF 80 1997

h Kijang KF 50 1993

2 Kendaraan Dinas Roda 2

a Honda GLP III 2005

b Honda NF 125 SD 2005

c Honda NF 125 SD 2005

d Honda NF 160 D 2006

e Honda NF 160 D 2006

f Honda 125 CC 2009

g Honda 125 NF 2011

1. DATA KENDARAAN DINAS TAHUN 2023

2. DATA KEADAAN RUMAH DINAS TAHUN 2023

No Uraian Jumlah
Kondisi

Ket
Baik Rusak Ringan Rusak Berat

a Rumah Dinas KPN 1 1

b
Rumah Dinas
WKPN

1 1

c
Rumah Dinas
Sekretaris

1 1

d
Rumah Dinas
Hakim

8 6 2
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Tabel 27. Data Kendaraan Dinas

Tabel 28. Data Keadaan Rumah Dinas



3. DATA SARANA DAN PRASARANA GEDUNG TAHUN 2023

No Uraian Jumlah Keadaan Sarana dan Prasarana

1 Ruang Ketua 1 Baik

2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3 Ruang Panitera 1 Baik

4 Ruang Kepaniteraan Hukum 1 Baik

5 Ruang Kepaniteraan Perdata 1 Baik

6 Ruang Kepaniteraan Tipikor 1 Baik

7 Ruang Kepaniteraan Pidana 1 Baik

8 Ruang Kepaniteraan PHI 1 Baik

9 Ruang Sekretaris 1 Baik

10 Ruang Kabag Umum 1 Baik

11 Ruang Sub Bagian PTIP 1 Baik

12
Ruang Sub Bagian Ortala dan
Kepegawaian

1 Baik

13
Ruang Sub Bagian Tata Usaha
dan Keuangan

1 Baik

14 Ruang Tahanan Pria 1 Baik

15 Ruang Tahanan Wanita 1 Baik

16 Ruang Tahanan Anak 1 Baik

17 Ruang Laktasi 1 Baik

18 Ruang Kesehatan 2 Baik

19 Ruang Arsip 1 Baik

20 Ruang Rapat Pimpinan 1 Baik

21 Ruang Aula Pertemuan 1 Baik

22 Ruang Mediasi 1 Baik

23 Ruang Perpustakaan 1 Baik

24 Ruang Panitera Pengganti 1 Baik

25 Ruang Sidang 8 Baik

26 Ruang Hakim 10 Baik
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Tabel 29. Data Sarana dan Prasarana Gedung



No Uraian Jumlah

1 Perdata Gugatan 296

2 Perdata Bantahan 10

3 Perdata Permohonan 395

4 Perdata Gugatan Sederhana 164

5 Banding E-Court 77

C . P E N G E L O L A A N  T E K N O L O G I  I N F O R M A S I
1. IMPLEMENTASI E-COURT
Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya

aplikasi e-court. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah

Agung Republik Indonesia yang nyata. Aplikasi e-court secara garis besar terbagi atas 3

unggulan yaitu, e-filling (pengisian data–data pendaftaran perkara), e-payment

(pembayaran panjar perkara), dan e-summons (pemanggilan para pihak melalui alamat

domisili).

Aplikasi e-court memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran

perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online,

melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan

bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini

menggunakan e-mail. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah mengaplikasikan

e-court mulai dari perkara perdata gugatan, perdata permohonan, perdata bantahan, dan

perdata gugatan sederhana dan dimana seluruh pelaksanaan persidangan perkara perdata

dilaksanakan secara e-litigation sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk bersidang

secara elektronik (e-litigation). Hal ini sesuai dengan dasar hukum Perma Nomor 1 Tahun

2019 dan SK KMA Nomor 129/KMA/VIII/2019. Adapun jumlah perkara yang masuk pada

Tahun 2023 melalui aplikasi e-court sebanyak:
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Tabel 30. Jumlah Perkara Masuk Melalui E-Court

Gambar 2. Tampilan E-Court



Untuk mempermudah akses dan pemahaman sistem e-court, Pengadilan Negeri Palembang

Kelas IA Khusus sudah menyediakan fasilitas Pojok e-court yang berguna untuk para

pencari keadilan apabila ada berkas dokumen yang belum di upload bisa memanfaatkan

area tersebut untuk mengakses sistem e-court, sekaligus sebagai pembelajaran bagi para

pencari keadilan untuk mendaftarkan akun dan memahami proses e-court yang di pandu

oleh petugas helpdesk e-court yang ada di Loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

2. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam

memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja

Hakim di seluruh wilayah. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibangun sebagai

media kerja yang baik dan efektif bagi internal Pengadilan, tertib administrasi, efektif dan

efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan

masyarakat pencari informasi perkara untuk memperbaharui informasi perkaranya dengan

mudah, cepat dan berbiaya murah.

Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2023,

dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3. Tampilan SIPP

Gambar 4. Tampilan MIS



3. IMPLEMENTASI E-BERPADU
Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah

Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan

dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan

modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan

percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi

pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik

Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi

Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian,

Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.Aplikasi

e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan

memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan

perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari

keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik1.

Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan2.

Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan3.

Pengajuan Perpanjangan Penahanan4.

Penangguhan Penahanan5.

Permohonan Pembantaran Penahanan6.

Permohonan Penetapan Diversi7.

Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti8.

Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke

Pengadilan

9.

Pada Tabel selanjutnya, akan memberikan informasi mengenai jumlah berkas masuk

melalui e-Berpadu di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus selama Bulan Januari-

Desember 2023.
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Gambar 5. Tampilan E-Berpadu



Bulan Pelimpahan Penggeledahan Penyitaan
Penahanan

PN
Diversi

Izin
Besuk

Izin
Pinjam
Pakai

Barbuk

Januari 96 63 175 21 0 0 0

Februari 105 46 150 21 0 0 0

Maret 109 84 226 17 0 0 0

April 123 14 71 24 0 0 0

Mei 120 60 170 44 0 0 0

Juni 124 47 136 9 0 0 1

Juli 107 68 184 21 0 0 0

Agustus 153 78 184 41 0 0 1

September 140 72 193 49 0 0 1

Oktober 160 69 207 51 1 0 0

November 172 86 204 43 2 1 0

Desember 233 81 273 43 1 0 0

Total 1552 768 2171 384 4 1 3

Berkas Masuk Perkara Pidana melalui E-court Tahun 2023

Berkas Masuk Perkara Pidana Khusus Tipikor melalui E-court Tahun 2023

Bulan Pelimpahan Penggeledahan Penyitaan
Penahanan

PN
Diversi

Izin
Besuk

Izin
Pinjam
Pakai

Barbuk

Januari 0 0 0 0 0 0 0

Februari 0 1 0 1 0 0 0

Maret 4 3 0 1 0 4 0

April 0 1 1 1 0 0 0

Mei 2 2 1 3 0 0 0

Juni 2 0 2 3 0 1 0

Juli 3 0 2 3 0 0 0

Agustus 9 1 5 8 0 0 0

September 9 0 5 2 0 2 0

Oktober 10 2 3 2 0 0 0

November 9 1 3 0 0 0 0

Desember 2 0 3 1 0 0 0

Total 50 11 25 25 0 7 0
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Tabel 31. Berkas Masuk Perkara Pidana melalui E-court

Tabel 32. Berkas Masuk Perkara Pidana Khusus Tipikor melalui E-court



BAB V
PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

36



Skala
T-I

(Jan-Mar)
T-II

(Apr-Jun)
T-III

(Jul-Sep)
T-IV

(Okt-Des)

1-100% 93.76 95.04 96.76 96.83

1-4 3.75 3.80 3.87 3.87

Skala
T-II

(Apr-Jun)
T-III

(Jul-Sep)
T-IV

(Okt-Des)

1-100% 99.51 99.35 97.98

1-4 3.98 3.97 3.92

Skala
T-I

(Jan-Mar)
T-II

(Apr-Jun)
T-III

(Jul-Sep)
T-IV

(Okt-Des)

1-100% 97.90 99.05 97.30 97.47

1-4 3.92 3.96 3.89 3.90

Skala
T-II

(Apr-Jun)
T-III

(Jul-Sep)
T-IV

(Okt-Des)

1-100% 99.19 99.62 98.41

1-4 3.97 3.98 3.94

A .  P E M B A N G U N A N  Z O N A  I N T E G R I T A S
Pembangunan Zona Intergritas

berdasar pada Peraturan

MENPANRB Nomor 10 Tahun

2019 sebagai perubahan dari

Permenpan RB Nomor 52 tahun

2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani

(WBK/WBBM).

N I L A I  I N D E K S  Z I  -  S U R V E Y  P E R S E P S I  K U A L I T A S  P E L A Y A N A N

N I L A I  S U R V E Y  K E P U A S A N  M A S Y A R A K A T  ( S K M )

N I L A I  S U R V E Y  P E R S E P S I  A N T I  K O R U P S I  ( S P A K )

N I L A I  I N D E K S  Z I  -  S U R V E Y  P E R S E P S I  A N T I  K O R U P S I

Untuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

Khusus, Kami memastikan agar Nilai Indeks ZI - Survey Persepsi Kualitas Pelayanan, Nilai

Indeks ZI - Survey Persepsi Anti Korupsi, Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi dan Nilai

Survey Kepuasan Masyarakat selalu Memuaskan. Berikut rinciannya:
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Gambar 6. Mekanisme dan Kerangka Logis ZI

Tabel 33. Nilai Indeks ZI SPAK

Tabel 34. Nilai Indeks ZI SPKP

Tabel 35. Nilai Survey SKM

Tabel 36. Nilai Survey SPAK



Ketua Dr. FAHMIRON, S.H., M.Hum

Koordinator Teknikal AKHMAD HARTONI, S.H., M.H

Koordinator Operasional YETTI IRIANY SIREGAR, S.H

Sekretaris
EVA AGUSTINA, S.IP. ROBEKKA P, SE.

MELINDA THIOVANI , S.AP 
ASTRI MARYANI, A.Md.A.B.

No Area Tugas Nama

1 Manajemen
Perubahan

Koordinator
Anggota

HARYANTO,S.H.,M.H
BUDIMAN SITORUS, S.H., M.H.
AGUS TRIAWAN, S.H. 
Hj.JEINY SYAHPUTRI, SH.,MH.
DARLIAN TULUP PUTRA, SH. 
MERI FEBRI YANTI 
MELINDA THIOVANI. S, S.AP 
REYNALDO JUNIOR BRUSANDI, S.H

2 Penataan Tata
Laksana

Koordinator 
Anggota

AGUS PANCARA, S.H,., M.H. 
SAHLAN EFENDI ,S.H,., M.H. 
HARUN YULIANTO, S.H,., M.H  
KRISTANTO SIANIPAR,SH,MH 
TARSIDI, S.H 
AGUSMAN,SH., MH. 
TUMRAP, SH. 
EKA SUSANTI, SH., MH. 

Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri

Palembang Kelas IA Khusus ini, terdiri dari 5

(lima) Bab yang saling mendukung satu sama

lain.

Berdasarkan Laporan tersebut, Tim

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,

pada bulan Februari 2023 telah melakukan

penilaian mandiri atas pembangunan zona

integritas Pengadilan Negeri Palembang Kelas

IA Khusus, dengan nilai yang dicapai 95,43.

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

terdiri:
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Gambar 7. Tampilan Cover Laporan ZI



No Area Tugas Nama

M.SOLEH, SH.
RATIH HAIRANI, S.H., M.SI
ROBEKKA, S.E 
DINDA NURAZMI, A.MD

3 Penataan Sistem
Manajemen

Sumber Daya
Manusia (SDM)

Koordinator 
Anggota

EDI SAPUTRA PELAWI, S.H.,M.H.
RADEN ZAENAL ARIEF, S.H., M.H. 
NOOR ICHWAN ICHLAS, S.H.,M.H. 
PONIJAN, SH.
CECEP SUDRAJAT, SH., MH.
YELVI, SH. 
Hj.SRIYANTI, SH.
OLIVIA TERISIA, SH., M.Si. 
ATIK KARTINI, S.H., M.Si
NY. LINA HAFIZO, A.Md
FAKHRY ABDULLAH, S.H

4 Penguatan
Akuntabilitas

Koordinator 
Anggota

PITRIADI, S.H.
Dr. EDITERIAL, S.H.,M.H 
FATIMAH, S.H., M.H. 
AGUS RAHARDJO, S.H. 
WASLAM MAKHSID, SH., MH. 
Hj.DEWI CLARA T, SH., MH. 
ZWESTI D, S.Kom., MH. 
MARLITA GUSTINA, S.E 
ROBY PRATAMA, A.Md 
INDRA SAPUTRA

5 Penguatan
Pengawasan

Koordinator 
Anggota

PAUL MARPAUNG, SH., MH.
ROMI SINATRA, S.H., M.H.
AGNES SINAGA, S.H., M.H.
AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H.
SARJONO, S.H.
M.GUFIYAMIN, SH.
Hj.LISMAWATI, SH., MH.
JEANNY HY, SH
EVA AGUSTINA, S.I.P
MARITA CITRA AGITA, S.E 
AGUS PURNOMO, S.Kom
ASTRI MARYANI, A.Md.A.B.

6 Peningkatan
Kualitas

Pelayanan Publik

Koordinator 
Anggota

EDDY CAHYONO, SH., M.H.
TAUFIK RAHMAN, S.H., M.H
SAHLAN EFFENDI, S.H.,M.H.
AGUS ARYANTO, S.H 
MASRIATI, S.H., M.H 
ARDIAN ANGGA, S.H.,M.H
ISKANDAR HARUN, S.H
M.AFIUDIN, SH., MH.
BARTO, SH.,M.Si.
MASEHA, S.Sos.SH.
FITRIA NURLITA, S.Kom., MM
KEMAS HENDRA, S.Kom
AYU MAYASARI IRINE PUTRI , S.E
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Tabel 37. Tim Kerja Pembangunan ZI



Adapun tugas dan tanggung jawab Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah:

Menyusun rencana dan agenda kerja;1.

Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

2.

Melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;3.

Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara

elektronik; 

4.

Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI; 5.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan

melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik; 

6.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Pengadilan Negeri Palembang

Kelas IA Khusus;

7.

B .  P E L A Y A N A N  T E R P A D U  S A T U  P I N T U
Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate integrated service) di Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam Buku II

Mahkamah Agung, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan

pelayanan serta untuk mencegah munculnya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/ Pejabat

Pengadilan yang kurang transparan dihadapan publik, sehingga dengan penerapan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate integrated service), diharapkan masyarakat pencari

keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima.

Untuk memudahkan pelayanan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibagi ke dalam 7 (Tujuh)

Meja Pelayanan, yaitu:

Pojok e-court: Melayani jenis pelayanan yang berhubungan e-court dan e-litigasi.

Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata: Melayani semua jenis pelayanan yang

berhubungan dan berkaitan dengan Perkara Perdata;

Meja Pelayanan Kepaniteraan Khusus Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial

(PHI): Melayani semua jenis layanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara

Hubungan Industrial;

Meja Pelayanan Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi: Melayani semua jenis

pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana: Melayani semua jenis pelayanan yang berhungan

dan berkaitan dengan Perkara Pidana;

Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum: Melayani semua jenis layanan bidang hukum

seperti Pendaftaran Surat Kuasa, Pendaftaran CV, dll.;

Meja Pelayanan Tata Usaha dan Keuangan: Melayani Penerimaan Surat Masuk,

Penerimaan Berkas Perkara Upaya Hukum, dan lain-lain;
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Sebagai apresiasi terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan

Umum, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Lomba Layanan

Pengadilan/PTSP Tahun 2023. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1817/DJU/DK.T12.1.2/XI/2023

tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum

Tahun 2023, berhasil meraih penghargaan sebagai Harapan I Kategori Terbaik pada

Layanan Pengadilan/PTSP Tahun 2023 dengan nilai 76.00. Semoga dengan diraihnya

penghargaan ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan.

C .  I N O V A S I  P E L A Y A N A N  P U B L I K
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan

perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Palembang serta peningkatan kinerja

bagi Pengawai Pengadilan Negeri Palembang, maka perlu adanya Inovasi dan

pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut beberapa

inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh aparatur di Pengadilan Negeri Palembang

Kelas 1A Khusus.

1.APLIKASI SIDAPU

Sistem Informasi Diversi Aparat Penegak Hukum selanjutnya disebut SIDAPU merupakan

Sistem Informasi berbasis website yang digunakan sebagai media pertukaran data informasi

diversi antara Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Badan Pemasyarkatan

Kelas I Palembang. Pertukaran data diversi meliputi Penetapan Diversi oleh Ketua

Pengadilan dan Laporan Pelaksanaan Diversi oleh Pembimbing Masyarakat. SIDAPU dibuat

agar terlaksananya proses administrasi antara Pengadilan Negeri dan Bapas dapat

dilakukan dengan cepat, efektif, dan efesien, adanya pemantauan dan evaluasi atas

pelaksanaan penetapan diversi, dan upaya Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

ikut serta dalam mewujudkan era baru pengadilan modern dan berbasis teknologi.
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Gambar 8. Piagam Penghargaan PTSP



Pada Sistem Informasi Diversi Aparat Penegak Hukum (SIDAPU) terdiri dari 2 (dua) akun

utama diantaranya:

Pengguna Pengadilan, akun yang digunakan oleh Staf Kepaniteraan Muda Pidana

Pengadilan Negeri Palembang untuk mengunggah file Penetapan Diversi oleh Ketua

Pengadilan Negeri dan digunakan dalam melakukan verifikasi terhadap Laporan

Pelaksanaan Diversi oleh Bapas;

1.

Pengguna Bapas, akun yang digunakan oleh Staf Balai Pemasyarakatan Kelas I

Palembang untuk melihat informasi dan data penetapan diversi yang telah diunggah

oleh Akun Pengguna Pengadilan dan dapat melakukan pengunggahan Laporan

Pelaksanaan Diversi.

2.

Adapun fungsi dan tujuan aplikasi APDULANTAH untuk mempermudah pengolahan dan

komunikasi data Pengadilan dan Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan dilapangan seperti

Pelaksanaan Panggilan Sidang, Pelaksanaan Konstatering, Pelaksanaan Pemeriksaan

Setempat, dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat signifikan

meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan Kantor

Petanahan Kota Palembang

2. APLIKASI ABDULANTAH
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Gambar 9. Tampilan Aplikasi SIDAPU

Gambar 1O. Tampilan Aplikasi APDULANTAH



BAB VI
PENGAWASAN

43



Pengawasan Internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu:

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006

tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga

Peradilan, disebutkan bahwa Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen

untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

A .  P E N G A W A S A N  I N T E R N A L

1.PENGAWASAN MELEKAT

Pengawasan Melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara

terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan

refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

     Di lingkungan pengadilan tingkat pertama, yang memiliki wewenang dan tanggung

jawab pengawasan adalah pimpinan Pengadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor W6.UI/37/KP.04.6/II/2023 tanggal 1

Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri

Palembang, yang tetap berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.

KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan. Maka,

susunan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, adalah

sebagai berikut:    

No
Bidang-bidang Pengawasan dan

Pembinaan
Nama Hakim Pengawas Keterangan

1 PENGAWASAN BIDANG PERDATA

Gugatan
Keuangan Gugatan
Permohonan
Keuangan Permohonan
Gugatan Sederhana
Register/SIPP
SOP
Minutasi
Direktori Putusan
Mediasi

PAUL MARPAUNG,SH.,MH
BUDIMAN SITORUS,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA

Banding
Keuangan Perdata Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali
Keuangan Kasasi dan PK
Buku Induk Keuangan Perdata
Penerimaan Uang PNBP
Hak-hak Kepaniteraan
Eksekusi
Keuangan Eksekusi
Sita Jaminan
Sita Eksekusi
Biaya Sita Jaminan

AGNES SINAGA,SH.,MH
KRISTANTO SAHAT,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA
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No
Bidang-bidang Pengawasan dan

Pembinaan
Nama Hakim Pengawas Keterangan

2 UPAYA HUKUM PERDATA

Banding
Grasi
Kasasi
Peninjauan Kembali

MASRIATI,SH.,MH
NOOR ICHWAN,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA

3 PENGAWASAN BIDANG PIDANA, KIMWASMAT, SITA, GELEDAH, PENAHANAN

Penyitaan/Izin Penyitaan
Penggeledahan/Izin
Penggeledahan
Penahanan/Perpanjangan
Penahanan
Pengiriman Petikan Putusan
Pengiriman Salinan Putusan
Pidana Biasa
Register/SIPP
Minutasi
Perkara Pidana Anak/SPA
Pra Peradilan
Lalu Lintas Jalan
Tindak Pidana Ringan
Register Anak
Peninjauan Kembali
Direktori Putusan

AGUS PANCARA,SH.,MH
AGUS ARYANTO,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA

4 PENGAWASAN BIDANG TIPIKOR

SAHLAN EFFENDI,SH.,MH
WASLAM MAKHSID,SH.,MH

ARDIAN ANGGA,SH.,MH
ISKANDAR HARUN,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

5 PENGAWAS BIDANG HUKUM

Penelitian
Arsip Perkara
Laporan/Pengaduan

EDDY CAHYONO,SH.,MH
Dr. EDITERIAL,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA

6 PENGAWAS BIDANG PHI
AGUS RAHARDJO,SH

TARSIDI,SH.,MH
SARJONO,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA
ANGGOTA

7
PENGAWAS SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

EDI S. PELAWI,SH.,MH
R.ZAENAL ARIEF,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA

8 PENGAWAS SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bagian Tata Usaha
Bagian Umum
Bagian Keuangan
Perpustakaan
Kebersihan, taman dan parkir
Keamanan persidangan

HARUN YULIANTO,SH.,MH
AGUNG CIPTOADI,SH.,MH

HARYANTO,SH.,MH
AGUS TRIAWAN,SH.,MH

KOORDINATOR
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
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No
Bidang-bidang Pengawasan dan

Pembinaan
Nama Hakim Pengawas Keterangan

9
PENGAWASAN SIDANG TEPAT
WAKTU DAN PENGAWASAN PTSP

PAUL MARPAUNG,S.H.,M.H
HARYANTO,S.H.,M.H

KOORDINATOR
ANGGOTA

10
PENGAWASAN OLAHRAGA, DAN
HIBURAN/REKREATIF

TAUFIK RAHMAN,S.H
MASRIATI,S.H.,M.H

KOORDINATOR
ANGGOTA

11
PENGAWASAN SARANA,
PRASARANA DAN KEAMANAN
PERSIDANGAN

HARUN YULIANTO,S.H.,M.H
HARYANTO,S.H.,M.H

KOORDINATOR
ANGGOTA

12
PENGAWASAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PELAPORAN

FATIMAH,S.H.,M.H
PITRIADI,S.H.,M.H

KOORDINATOR
ANGGOTA

13
PENGAWAS DELEGASI
MASUK/KELUAR DAN
KEJURUSITAAN

AGUS RAHARDJO,SH 
DR. EDITERIAL,S.H.,M.H 
ROMI SINATRA,S.H.,M.H

KOORDINATOR
ANGGOTA
ANGGOTA

14 HUMAS

SAHLAN EFFENDI,SH.,MH 
EDI SAPUTRA

PELAWI,SH.,MH
HARUN YULIANTO,S.H.,M.H

KOORDINATOR
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

Pengawasan melekat dilakukan secara rutin/reguler dari Hakim Pengawas Bidang

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk

laporan tertulis atau Laporan Hasil Pengawasan dengan susunan dan format yang

sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Kelas 1A Khusus selaku Koordinator Pengawasan Internal dan diteruskan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang kemudian di bahas dalam Rapat

Bulanan Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

Khusus.

Pengawasan rutin/reguler juga dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini

Pengadilan Tinggi Palembang terhadap Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Adapun ruang lingkup pengawasannya adalah:

Manajemen Peradilan;

Administrasi Perkara;

Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan;

Administrasi Umum.
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Tabel 38. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Gambar 11. Pengawasan PT Palembang



No Tanggal Jenis Tindak Lanjut

1 26-27 Juni 2023
Pengawasan

Rutin/Reguler Semester I
Tahun 2023

Sudah diserahkan Laporan
Tindak Lanjut pada 12 Juli

2023

2 15-16 November 2023
Pengawasan

Rutin/Reguler Semester II
Tahun 2023

Sudah diserahkan Laporan
Tindak Lanjut pada
23 November 2023

Selama Tahun 2023, Pengadilan Negeri Palembang mendapatkan 2 (dua) kali pengawasan,

sebagai berikut:

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pengawasan Fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan

oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk

melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri

yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan Lembaga

peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

mendapatkan audit dari Badan Pengawasan Mahkamah

Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2023. Adapun

yang menjadi objek pengawasan adalah:

Kinerja Penyelesaian perkara;
Capaian Kinerja Pelaksanaan Eksekusi;
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya
Perkara;
Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadilan dan Pengukuran Kualitas
Layanan;
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Tabel 39.  Data Jadwal Pengawasan Rutin 2023

Gambar 12. Tampilan Laporan Tindak Lanjut Temuan Pengawas Daerah

Gambar 13. Tampilan Laporan Tindak Lanjut Temuan Pengawas Fungsional



Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit

pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan

demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak

lagi terdapat hubungan kedinasan.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mendapatkan pengawasan tahap awal oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tanggal 1 November 2023.

Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah untuk Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan

Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Triwulan III Tahun 2023 pada Mahkamah Agung dan

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai Badan Peradilan Dibawahnya. Pada

pengawasan tahap awal ini, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus diminta untuk

melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebelum pengawasan. 

B .  P E N G A W A S A N  E K S T E R N A L

C .  E V A L U A S I
Seluruh hasil dan temuan pada Pengawasan Melekat yang telah dilakukan oleh para Hakim

Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, baik yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan maupun

Kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja

lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan

tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk

selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

selaku Koordinator Pengawasan Internal dan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus.

Sementara, terhadap temuan-temuan atau hasil Pengawasan Fungsional yang memerlukan

tindak lanjut, Tim Pengawas merekomendasikan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak

lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada Periode Pengawasan berikutnya dapat disusun

program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera

diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas

berikutnya.
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Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan beberapa

hal yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Palembang Kelas 1A Khusus, antara lain:

Kebijakan Umum yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja demi mewujudkan

pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan sudah dilaksanakan semaksimal

mungkin;

1.

Setiap aparatur yang ada sudah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;2.

Manajemen dan Pengelolaan perkara masih banyak menyisakan perkara pada tahun

2023 dan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan pada 2023 nanti, mengingat

peningkatan jumlah perkara yang masih dalam proses sampai akhir tahun 2023;

3.

Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah

dijalankan dengan disiplin;

4.

Pengelolaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan semaksimal

mungkin mengingat banyaknya Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun

Pelaksana yang dikirim untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan,

Bimbingan Teknis, dan seminar untuk meningkatkan profesionalisme kerja. 

5.

A .  K E S I M P U L A N

B .  R E K O M E N D A S I
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan

peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana

dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas

kinerja, serta perlu ditambah anggaran pemeliharaannya; 

1.

Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya

penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus mengingat

sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas; 

2.

Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai

baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

3.
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